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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keterbukaan informasi, pesan anggaran dan
media komunikasi yang efektif mengenai akuntabilitas anggaran daerah memengaruhi partisipasi publik dalam mengontrol
pengelolaan anggaran daerah melalui transparansi anggaran. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat desa yang ada
di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2024. Variabel yang ada pada penelitian ini adalah variabel eksogen, yaitu variabel
keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif, variabel endogen, yaitu variabel partisipasi
publik serta variabel moderator adalah variabel transparansi anggaran Pemerintahan Desa. Metode penelitian
menggunakan metode deskriptif kuantitatif, analisis data menggunakan metode SEM. Dari hasil penelitian maka simpulan
yang ada, bahwa secara parsial variabel keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif
berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat,
serta berpengaruh terhadap variabel transparansi anggaran Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Sumedang Jawa
Barat, variabel transparansi anggaran berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik di beberapa desa pada
Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hasil simultan variabel keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi
yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang
Jawa Barat melalui variabel transparansi anggaran sebagai variabel moderator

Kata kunci: Keterbukaan Informasi, Pesan Anggaran, Media Komunikasi Yang Efektif, Peningkatan Partisipasi Publik,
Transparansi Anggaran

1. Latar Belakang

Manajemen anggaran daerah merupakan satu konsep pengelolaan anggaran daerah yang mengandung
prinsip keterbukaan, transparansi dan mendorong adanya partisipasi publik secara nyata [1]. Komponen penting
dari tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel adalah pengelolaan anggaran daerah [2].
Komunikasi pemerintah merupakan alat penting untuk menjembatani kesenjangan antara keterlibatan publik dan
perencanaan anggaran di era informasi terbuka [3]. Namun, berbagai masalah termasuk kurangnya partisipasi
publik yang bermakna dan pemahaman publik yang buruk tentang proses penganggaran terus menghambat
penerapan komunikasi yang efektif dalam situasi ini [4].

Komunikasi dalam proses pengelolaan anggaran daerah dapat dilakukan dengan menjelaskan peruntukan
dana anggaran yang telah disusun terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dimana
penyusunan kebijakan ini harus dilakukan proses komunikasi terlebih dahulu kepada masyarakat [5], sehingga
masyarakat dapat mengetahui dan mengontrol setiap kebijakan anggaran yang dilakukan Pemerintah [6].
Pemerintah terkadang hanya melakukan komunikasi dan sosialisasi kebijakan terhadap satu golongan tertentu
saja, sehingga proses komunikasi tidak menyentuh ke berbagai golongan dan lapisan masyarakat ke bawah yang
berakibat tertutupnya informasi mengenai kebijakan Pemerintah terhadap masyarakat luas, sehingga informasi
mengenai kebijakan anggaran daerah tidak transparan [7].

Kejelasan pesan anggaran yang disampaikan ke masyarakat seringkali tidak jelas dan tidak memenuhi
unsur keterbukaan publik yang membuat proses komunikasi menjadi jelas dan dapat melibatkan partisipasi
masyarakat, dimana pesan anggaran melalui strategi komunikasi Pemerintah akan mencegah terjadinya
kebocoran anggaran, dimana anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk meningkatkan pembangunan [23]
dan kesejahteraan masyarakat menjadi bias pesannya, sehingga akan merugikan masyarakat, dimana anggaran
yang ada tidak mendongkrak perekonomian masyarakat, sehingga dibutuhkan kontrol oleh masyarakat yang
merupakan bagain dari partisipasi publik yang ada [9].

Komunikasi yang efektif dan efisien dari Pemerintah memerlukan adanya media komunikasi yang efektif
[10], di era digital ini Pemerintah memerlukan komunikasi yang terbuka kepada masyarakat, sehingga
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Pemerintah dapat mendorong terciptanya media komunikasi secara digital dalam rangka menciptakan bentuk
komunikasi yang terbuka mengenai pesan yang akan disampaikan berkaitan dengan anggaran yang dipergunakan
oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah daerah melalui media atau saluran komunikasi yang tepat dan efektif
untuk mendukung partisipasi publik mengenai kebijakan pengelolaan anggaran Pemerintah [11].

Partisipasi publik yang tinggi terhadap pemahaman informasi mengenai kebijakan pengelolaan anggaran
akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap anggaran [12], dimana komunikasi akan semakin
terbuka, pesan anggaran dapat tersampaikan dengan baik dan dapat disampaikan melalui media komunikasi yang
dapat diterima publik [13], sehingga publik akan dapat mengetahui bahwa anggaran yang dikelola memang
benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat [14].

Kabupaten Sumedang merupakan satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki jumlah dana desa sebesar
72 triliun rupiah Tahun 2021, 68 triliun rupiah Tahun 2022 yang jumlah dana desanya menurun dibandingkan
Tahun 2021. Sedangkan Tahun 2023 jumlah dana desa sebesar 70 triliun rupiah meningkat dari tahun 2023, serta
tahun 2024 jumlah dana desa sebesar 71 triliun rupiah meningkat dari tahun sebelumnya [15].

Dana desa yang dikucurkan ke beberapa desa di Kabupaten Sumedang justru mengalami kebocoran akibat
korupsi dana kolusi pejabat di beberapa desa, terjadinya korupsi dan kolusi ini disebabkan oleh kurangnya
transparansi dan anggaran yang menyebabkan publik atau masyarakat di beberapa desa yang ada di Kabupaten
Sumedang tidak mendapatkan informasi yang terbuka dana tidak menjadi bagian kontrol dari anggaran dana
desa, serta pesan mengenai transparansi anggaran yang kurang dilaksanakan dengan baik, dimana Pemerintah
Desa tidak menciptakan informasi yang sesuai di media informasi yang kredibel yang menyebabkan terjadinya
banyak kasus korupsi penyelewengan dana desa dan mark up dana desa yang dilakukan oleh beberapa oknum
Kepala Desa dan perangkat desa yang ada di Kabupaten Sumedang Jawa Barat [16].

Urgensinya penelitian ini disebabkan oleh komunikasi Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten
Sumedang yang tidak efektif dalam pengelolaan anggaran daerah dapat menyebabkan penurunan kepercayaan
publik, serta kurangnya partisipasi publik menyebabkan proses anggaran yang tidak inklusif dan berpotensi bias
terhadap kelompok tertentu. Adapun rumusan masalah yang dapat dijabarkan dari penelitian ini adalah
bagaimana keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif mengenai anggaran
daerah memengaruhi partisipasi publik dalam mengontrol pengelolaan anggaran daerah melalui transparansi
anggaran dari pihak Pemerintah Desa yang ada di beberapa desa di Kabupaten Sumedang. Adapun tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media
komunikasi yang efektif mengenai anggaran daerah memengaruhi peningkatan partisipasi publik dalam
mengontrol pengelolaan anggaran daerah melalui transparansi anggaran dari pihak Pemerintah Desa yang ada di
beberapa desa di Kabupaten Sumedang.

Adapun kebaharuan dari penelitian ini merupakan subjek dari penelitian ini adalah publik atau masyarakat
di beberapa desa yang ada di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2024, dimana variabel yang ada pada penelitian
ini adalah variabel eksogen, yaitu variabel keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang
efektif, variabel endogen yaitu variabel peningkatan partisipasi publik serta variabel moderator adalah variabel
transparansi anggaran. Untuk penelitian [17] subjek penelitiannya adalah Pemerintah dan masyarakat Desa
Sukamahi Kabupaten Bogor yang dilakukan pada tahun 2020, analisa data dilakukan dengan menggunakan
analisa deskriptif kualitatif dan hanya menjabarkan bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana
desa di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor.

Adapun model kerangka konseptual dalam penelitian ini, meliputi:

Transparansi Anggaran

Keterbukaan Informasi

/ Peningkatan
Pesan Anggaran

Partisipasi

Piihlilk

Media Komunikasi Yang
Efektif

Gambar 1 Kerangka Konseptual

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.737
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

1684



Diah Fatma Sjoraida?, Yanti Setianti?, Centurion C. Priyatna®
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 2, 2025

Hipotesis

1. Keterbukaan informasi berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di
Kabupaten Sumedang.

2. Pesan anggaran berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di
Kabupaten Sumedang.

3. Media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di
beberapa desa di Kabupaten Sumedang.

4. Keterbukaan informasi berpengaruh terhadap transparansi anggaran Pemerintah Desa di beberapa desa di
Kabupaten Sumedang.

5. Pesan anggaran berpengaruh terhadap transparansi anggaran Pemerintah Desa di beberapa desa di
Kabupaten Sumedang.

6. Media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap transparansi anggaran Pemerintah Desa di beberapa
desa di Kabupaten Sumedang.

7. Transparansi anggaran Pemerintah Desa di beberapa desa di Kabupaten Sumedang.

8. Keterbukaan informasi berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di
Kabupaten Sumedang melalui transparansi anggaran sebagai variabel moderator.

9. Pesan anggaran berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di
Kabupaten Sumedang melalui transparansi anggaran sebagai variabel moderator.

10. Media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di
beberapa desa di Kabupaten Sumedang melalui transparansi anggaran sebagai variabel moderator.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui metode structural equation model
(SEM) melalui software PLS 4.0. Menurut [27] analisis SEM adalah analisa data yang menguji hubungan
langsung dan tidak langsung antara variabel, seperti Komunikasi Pemerintah, Transparansi Anggaran, dan
Partisipasi Publik. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk atau masyarakat yang ada di Kabupaten
Sumedang Jawa Barat sebesar 1.220.000 jiwa [28]. Untuk metode pengambilan sampelnya dilakukan dengan
menggunakan metode simple random sampling. Adapun metode simple random sampling merupakan teknik
pengambilan sampel setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari
sampel [27]. Ini adalah metode sampling paling dasar dan bebas bias (asalkan dilakukan dengan benar), karena
pemilihan dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan karakteristik tertentu [29]. Maka jumlah sampel yang
muncul dapat dihitung dengan menggunakan rumus slovin, perhitunngan sampelnya sebagai berikut:

n=N/(1+Ne?)=1.220.000/ (1 +1.220.000 x 0.12) = 99,99 = 100.jiwa.

jadi jumlah sampel 100 orang penduduk atau masyarakat yang ada di beberapa desa di Kabupaten Sumedang
Jawa Barat. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan pembagian kuesioner ke
responden dan studi dokumentasi.

3. Hasil dan Diskusi

Analisa Convergent Validity

Analisa convergent validity adalah komponen validitas konstruk dalam analisis pemodelan persamaan struktural
(SEM), yang menilai apakah indikator variabel laten secara akurat mewakili konstruk dan memiliki korelasi

tinggi satu sama lain [27]. Adapun hasil convergent validity yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada Tabel 1
berikut:

Tabel 1 Uji Convergent Validity

Variabel Indikator Outer Loading
Keterbukaan Informasi (X) KI'1 0,826
Kl 2 0,811
KI3 0,852
Pesan Anggaran (Xy) PANG 1 0,855
PANG 2 0,832
PANG 3 0,824
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PANG 4 0,870

Media Komunikasi Yang Efektif MKYE 1 0,865
(X3)

MKYE 2 0,843

MKYE 3 0,835

Peningkatan Partisipasi Publik () PPP 1 0,846

PPP 2 0,825

Transparansi Anggaran (Z) TRANG 1 0,831

TRANG 2 0,878

TRANG 3 0,850

Sumber : Hasil Olah Data Dengan PLS 3.0, 2025

Tabel 1 menyatakan adanya sebaran data variabel yang menyebar lebih besar dari nilai signifikansi 0,05,
sehingga dapat dijelaskan bahwa sebaran data menyebar secara jelas dan relevan.

Analisa Average Variant Extracted (AVE)

Uji AVE adalah ukuran statistik dalam SEM (Structural Equation Modeling) yang digunakan untuk menguji
validitas konvergen suatu konstruk laten [27]. AVE menunjukkan seberapa besar varians dari indikator-indikator
konstruk yang dapat dijelaskan oleh konstruk tersebut. Adapun nilai Average Variant Extracted (AVE) ada pada
Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 Uji AVE

Variabel AVE
Keterbukaan Informasi (X1) 0,833
Pesan Anggaran (Xz) 0,862
Media Komunikasi Yang Efektif (Xs3) 0,877
Peningkatan Partisipasi Publik () 0,824
Transparansi Anggaran (Z) 0,813

Sumber : Hasil Olah Data Dengan PLS 4.0, 2025

Tabel 2 dapat menjelaskan mengenai nilai uji Average Variant Extracted (AVE) lebih besar dari 0,5, yang
mengindikasikan penyebaran data variabel kosntruk sudah sesuai dan dapat menjelaskan anatar satu variabel
konstruk terhadap variabel konstruknya.

Analisa Composite Reliability
Uji Composite Reliability merupakan hasil uji ukuran reliabilitas internal dalam SEM (Structural Equation

Modeling) yang menunjukkan seberapa konsisten indikator-indikator dalam mengukur satu konstruk laten [27]
misalnya komunikasi pemerintah, transparansi, partisipasi publik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Uji Composite Reliability

Variabel Composite Reliability
Keterbukaan Informasi (X;) 0,837
Pesan Anggaran (Xy) 0,863
Media Komunikasi Yang Efektif (X3) 0,854
Peningkatan Partisipasi Publik (Y) 0,844
Transparansi Anggaran (Z) 0,862

Sumber : Hasil Olah Data Dengan PLS 4.0, 2025

Tabel 3 menjelaskan mengenai nilai uji composite reliability yang nilainya lebih besar dari 0,6 berarti data yang
tersebar sudah layak dan memenuhi persyaratan uji reliabilitas (Hutabarat, Harahap, et al., 2025).

Analisis Discriminant Validity

Dalam analisis faktor konfirmatori (CFA) menerangkan tentang pemodelan persamaan struktural (SEM), analisis
validitas diskriminan mengutarakan perbedaan dari setiap variabel konstruk yang ada, dimana hal ini dapat
diketahui dan dijabarkan pada Tabel 5 berikut ini:
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Tabel 5 Analisis Discriminant Validity

Keterbukaan Pesan Anggaran  Media Komunikasi Peningkatan Transparansi
Informasi Moderating Effect Yang Efektif Partisipasi Publik Anggaran
Moderating Effect Moderating Effect  Moderating Effect Moderating Effect
1 2 3 4 5

Keterbukaan Informasi
Pesan Anggaran 787
Media Komunikasi

Yang Efektif 823 766

Penlngkatan Partisipasi 766 823 779

Publik

Transparansi Anggaran 791 787 791 .766

Sumber: Hasil Olah Data PLS 4.0, 2025
Berdasarkan tabel 5, nilai AVE layak dan sesuai dengan asumsi Discriminant Validity.
Pengujian Path Coefficient

Adapun uji path coefficient dapat dapat dilhat sesuai dengan tabel 6 berikut :

Tabel 6 Uji R Square

Variabel R Square
Keterbukaan Informasi (X;) 0,877
Pesan Anggaran (Xy) 0,884
Media Komunikasi Yang Efektif (X3) 0,837
Peningkatan Partisipasi Publik () 0,878
Transparansi Anggaran (Z) 0,835

Sumber : Hasil Olah Data Dengan PLS 4.0, 2024
Dari tabel 6 yang ada, hasil nilai R Square variabel peningkatan partisipasi publik dapat dijelaskan oleh variabel

keterbukaan informasi, pesan anggaran, media komunikasi yang efektif dan transparansi anggaran sebesar 87,8%
sedangkan sisanya 12,2% tidak dapat dijabarkan secara mendalam melalui penelitian ini.

Uji Hipotesis
Hasil pengujian hipotesis dan intrepretasinya dapat diketahui melalui tabel berikut ini:

Tabel 7 Uji Hipotesis

T Value P Value
Kl - PPP 6.517 .001
PANG - PPP 7.352 .002
MKYE - PPP 5.441 .003
Kl - TRANG 6.444 .000
PANG - TRANG 8.272 .001
MKYE - TRANG 5.125 .000
TRANG - PPP 4.460 .003
K1 - TRANG - PPP 5.743 .001
PANG - TRANG - PPP 7.167 .000
MKYE - TRANG - PPP 4.335 .002

Tabel 8 Intrepretasi Uji Hipotesis

Hipotesis Pengaruh T-Statistics P-Value Hasil
H1 Keterbukaan  informasi 6,517 0,001 Diterima
terhadap peningkatan
partisipasi publik
H2 Pesan anggaran pegawai 7,352 0,002 Diterima
terhadap peningkatan
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partisipasi publik

H3 Media komunikasi yang 5,441 0,003 Diterima
efektif terhadap
peningkatan  partisipasi
publik

H4 Keterbukaan  informasi 6,444 0,000 Diterima
terhadap transparansi
anggaran

H5 Pesan anggaran pegawai 8,272 0,001 Diterima
terhadap transparansi
anggaran

H6 Media komunikasi yang 5,125 0,000 Diterima
efektif terhadap
transparansi anggaran

H7 Transparansi  anggaran 4,460 0,003 Diterima

terhadap peningkatan
partisipasi publik
H8 Keterbukaan informasi 5,743 0,001 Diterima
terhadap peningkatan
partisipasi publik melalui
transparansi ~ anggaran
sebagai variabel mediator
H9 Pesan anggaran terhadap 7,167 0,000 Diterima
peningkatan  partisipasi
publik melalui
transparansi anggaran
sebagai variabel mediator
H10 Media komunikasi yang 4,335 0,002 Diterima
efektif terhadap
peningkatan  partisipasi
publik melalui
transparansi anggaran
sebagai variabel mediator
Sumber : Hasil Olah Data Dengan PLS 4.0, 2025

Sesuai tabel di atas dapat menjadi bahan untuk kesimpulan yang ada, bahwa secara parsial variabel keterbukaan
informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi
publik masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, serta berpengaruh terhadap variabel
transparansi anggaran Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, variabel transparansi
anggaran berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di Kabupaten
Sumedang Jawa Barat, sedangkan secara simultan variabel keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media
komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di
Kabupaten Sumedang Jawa Barat melalui variabel transparansi anggaran sebagai variabel moderator.

Keterbukaan Informasi Berpengaruh terhadap Peningkatan Partisipasi Publik Masyarakat di Beberapa
Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Hasil penelitian menyatakan keterbukaan informasi berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik
masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan penelitian [7] yang
menyatakan dengan semakin Kketerbukaan informasi, maka komunikasi yang disampaikan Pemerintah akan
cenderung baik dan transparan dan mampu menciptakan partisipasi publik yang cenderung meningkat.

Pesan Anggaran Berpengaruh terhadap Peningkatan Partisipasi Publik Masyarakat di Beberapa Desa
pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Hasil penelitian menyatakan bahwa pesan anggaran berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik
masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan penelitian [6] yang
menyatakan bahwa peran komunikasi dapat menyampaikan pesan mengenai penggunaan anggaran yang dapat
diakses dan dijangkau, serta diikutsertakan masyarakat untuk memantaunya agar anggaran terserap dengan baik
dan menumbuhkan kegiatan ekonomi yang eksklusif.

Media Komunikasi Yang Efektif Berpengaruh Terhadap Peningkatan Partisipasi Publik Masyarakat di
Beberapa Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Hasil penelitian menjelaskan bahwa media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan
partisipasi publik masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan
penelitian [18] yang menyatakan bahwa dengan media yang baik dalam menyebarkan pesan mengenai
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penggunaan anggaran dapat membuat beberapa Pemerintah, baik Kota maupun Provinsi dapat dengan mudah
menjaring dan meningkatkan partisipasi publik, karena ada kepercayaan bahwa anggaran dapat digunakan untuk
memakmurkan masyarakat.

Keterbukaan Informasi Berpengaruh Terhadap Transparansi Anggaran Pemerintah Desa di Beberapa
Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Menurut hasil penelitian yang ada variabel keterbukaan informasi berpengaruh terhadap transparansi anggaran
Pemerintah Desa di beberapa desa di Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan penelitian [31]
yang menyatakan semakin terbuka informasi anggaran, maka akan semakin transparan penggunaan anggaran dan
kebijakan anggaran Pemerinttah.

Pesan Anggaran Berpengaruh Terhadap Transparansi Anggaran Pemerintah Desa di Beberapa Desa
pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Menurut hasil penelitian yang ada variabel pesan anggaran berpengaruh terhadap transparansi anggaran
Pemerintah Desa di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan penelitian [2]
yang menyatakan adanya pesan anggaran yang baik melalui penjelasan rinci anggaran yang ada untuk
pembangunan ekonomi masyarakat, maka akan membuat informasi anggaran transparan dan politik anggaran
dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Media Komunikasi Yang Efektif Berpengaruh Terhadap Transparansi Anggaran Pemerintah Desa di
Beberapa Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap transparansi anggaran Pemerintah Desa di beberapa desa
pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan penelitian [24] yang menyatakan bahwa pemilihan
media komunikasi yang sesuai dan dapat ditangkap masyarakat menandakan bahwa pesan dapat sampai, serta
akan menciptakan transparansi anggaran secara valid dan relavan untuk proses pembangunan masyarakat menuju
masyarakat sejahtera melalui komunikasi politik anggaran yang melibatkan partisipasi publik.

Transparansi Anggaran Berpengaruh Terhadap Peningkatan Partisipasi Publik Masyarakat di Beberapa
Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Transparansi anggaran berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa pada
Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Hal ini selaras dengan penelitian [25] yang menjabarkan bahwa adanya prinsip
transparansi pada anggaran yang akan digunakan Pemerintah akan berdampak pada pelibatan masyarakat dan
akan membuat masyarakat dapat berpartisipasi agar anggaran tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan
benar-benar untuk kepentingan masyarakat.

Keterbukaan Informasi Berpengaruh Terhadap Peningkatan Partisipasi Publik Masyarakat di Beberapa
Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat Melalui Variabel Transparansi Anggaran Sebagai Variabel
Moderator

Hasil penelitian menjabarkan bahwa keterbukaan informasi berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik
masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat melalui variabel transparansi anggaran
sebagai variabel moderator. Hal ini sesuai dengan penelitian [3] yang menyatakan bahwa semakin terbuka
informasi yang ada dalam menjelaskan kebijakan anggaran akan semakin transparan dan akuntabel laporan
anggaran dan membuat masyarakat semakin dilibatkan untuk mengawasi anggaran agar tidak digunakan untuk
kepentingan individu Pemerintah.

Pesan Anggaran Berpengaruh Terhadap Peningkatan Partisipasi Publik Masyarakat di Beberapa Desa
pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat Melalui Variabel Transparansi Anggaran Sebagai Variabel
Moderator

Hasil penelitian menjabarkan bahwa pesan anggaran berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik
masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat melalui variabel transparansi anggaran
sebagai variabel moderator. Hal ini sesuai dengan penelitian [4] yang menyatakan bahwa semakin baik pesan
yang disampaikan Pemerintah mengenai anggaran untuk kesejahteraan amsyarakat, maka semakin transparan
penggunaan dananya dan akan semakin banyak melibatkan masyarakat untuk terus mengawasi anggaran agar
pengguaannya benar-benar bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat.
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Media Komunikasi Yang Efektif Berpengaruh Terhadap Peningkatan Partisipasi Publik Masyarakat di
Beberapa Desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat Melalui Variabel Transparansi Anggaran Sebagai
Variabel Moderator

Hasil penelitian menjabarkan bahwa variabel media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan
partisipasi publik masyarakat di beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat melalui variabel
transparansi anggaran sebagai variabel moderator. Hal ini sesuai dengan penelitian [26] yang menyatakan bahwa
partisipasi masyarakat mengenai penggunaan anggaran meningkat apabila laporan anggaran Pemerintah
transparan dan dapat dikomunikasikan melalui media komunikasi yang sesuai dan dapat dipercaya masyarakat.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut maka simpulan yang ada bahwa secara parsial variabel keterbukaan informasi, pesan
anggaran dan media komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di
beberapa desa pada Kabupaten Sumedang Jawa Barat, serta berpengaruh terhadap variabel transparansi anggaran
Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, variabel transparansi anggaran berpengaruh
terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumedang Jawa Barat,
sedangkan secara simultan variabel keterbukaan informasi, pesan anggaran dan media komunikasi yang efektif
berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Sumedang Jawa
Barat melalui variabel transparansi anggaran sebagai variabel moderator.
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